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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
pembentukan Daerah Tingkat [l dalam Wilayah
Daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 1655) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6197) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
32) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buleleng (Berita Dacrah  Kabupaten
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Buleleng Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabiipaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perul ahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerahh Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun
2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

2019 Nomor 54) ;

MEMU | JSKAN :

Menetapkan

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah
(Propemperda) Kabupaten Buleleng Tahun 2021,
sebagaimana .ampiran Keputusan ini dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah
(Propemperda) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu,
untuk dipedomi dalam pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Buleleng, dan dapat diubah sepanjang
menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga
yang berwenang mengenai pembatalan suatu
Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk
menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau
peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

KETIGA 2 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana
diktum Kedua dilaksanakan berpedoman pada
Peraturan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT .  Setiap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah
akdemik kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
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